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ABSTRAK 

 

 

Pengaturan manajemen ASN tidak terlepas dari pengaturan manajemen 

kepegawaian negara yang   telah berlangsung dalam perjalanan panjang yang dilakukan 

oleh pemerintah. Undang-undang yang selama ini menjadi dasar pengelolaan 

kepegawaian negara adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 

PPPK sebagai bagian dari ASN dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen ASN 

yaitu sistem manajemen kepegawaian yang meliputi dari sistem perencanaan, 

pengembangan karier, penggajian, dan terkait perpanjangan jangka waktu kerja. 

Masuknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari 

ASN diharapkan mampu menjadi akselerator dalam upaya mewujudkan 

profesionalisme ASN. Dengan kompetensi yang dimilikinya diharapkan PPPK 

mampu menjadi bagian ASN yang handal dan profesional. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, 

penelitian yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dari riset kepustakaan 

terkait judul penelitian dan rumusan masalah. Memberikan gambaran tentang 

pamahaman Tentnag eksistensi Pengawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dalam 

melakukan pelayanan birokrasi di Indonesia. Bagaimana bentuk dan kedudukan 

Pengawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang No. 5      Tahun 

2014, dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah 

Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Undang-Undang No.5              Tahun 2014. 

Rekrutmen tenaga kerja PPPK harus dilakukan secara selektif oleh pemerintah, 

mereka yang terpilih harus benar-benar memiliki kompetensi atas keahliannya, sehingga 

setelah bekerja diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang optimal dan  

paripurna dalam melakukan pelayanan terhadap publik yang dinamis sesuai 

perkembangan zaman. Pemerintah melalui PPPK seharusnya dapat menyerap tenaga 

kerja profesional lebih banyak lagi, terlebih pada penempatan kerja di daerah-daerah yang 

dirasa tertinggal, sehingga daerah dimaksud dapat melakukan percepatan dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya dalam era modrenisasi.  

 

Kata Kunci:  Implementasi Manajemen PPPK, Aparatur Sipil Negara, dan Pelayanan 

Publik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang. 

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (UU-ASN). Dalam regulasi tersebut menjelaskan ASN 

adalah sebagai profesi, oleh karenanya perlu asas, nilai, kode etik dan kode 

perilaku, pengembangan kompetensi yang mengkondisikan profesionalisme ASN. 

Lahirnya regulasi baru ini untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang 

benar-benar berbasiskan pelayanan publik. Kritikan selalu ditunjukan kepada 

birokrasi yang telah berjalan selama ini, dan melalui daya dukung regulasi ASN 

kritikan tesebut perlu diminimalisasi dengan prestasi dan pengabdianpara 

aparaturnya. 

Tujuan dari UU-ASN adalah melahirkan aparatur negara yang mempunyai 

independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, 

kesejahteraan, kualitas pelayanan publik serta pengawasan dan akuntabilitas. 

Dengan tujuan tersebut para aparatur negara diharapkan akan menjadi          

aparatur negara yang mampu dan mau memahami publik. Oleh karenanya            

hal yang memungkinkan untuk mengkondisikan lahirnya aparatur negara 

demikian perlu merit system yang menata SDM ASN di Indonesia. Hal penting 

yang perlu disadari menerapkan merit system tersebut tidak mudah untuk 

dilaksanakan. 

Merit System adalah kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 

berdasarkan kualitas, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Keadilan dan 

1 
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kewajaran tanpa membedakan SARA, umur, status penikahan dan kondisi 

kecacatan (disabilitas). 

Kemudian secara bahasa, terminologi akronim ASN ini juga cukup 

menarik, yaitu menunjukan substansi ASN sebagai profesi yang melayani publik. 

Tautologi, aparatur sipil adalah pelayan publik. Pendasaran konsep ini 

berimplikasi posistif, sebagai “pelayan” maka para aparatur harus memberikan 

kebajikan dalam aktivitas pemberian pelayanan kepada publik. Publik sang 

warganegara adalah pemilik kedaulatan dari setiap pelayanan dan fasilitas publik 

yang diberikan. Inilah semangat yang diusung oleh Denhart dan Denhart (2003) 

melalui New Public Service yang menjangkarkan pelayanan publik pada 

pentingnya teori warga negara deomokratis (democratic citizenship). Pada teori 

ini mengajukan laiknya pemerintah mempunyai kewajiban dalam menjamin hak-

hak individu warganya melalui berbagai prosedur yang ada. Warga negara secara 

demokratismelibatkan diri dalam penentuan-penentuankebijakan publik dan 

pelayanan publik. 

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK sebagai bagian dari            

ASN dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen ASN yaitu sistem 

manajemen kepegawaian yang meliputi dari sistem perencanaan, pengembangan 

karier, penggajian, dan terkait perpanjangan jangka waktu kerja. ASN nanti       

tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah karena akan dibentuk      

suatu lembaga khusus yang mengatur guna menjamin sistem dalam kebijakan     

dan manajemen ASN yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN          
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ini akan menjadi lembaga yang turut membantu presiden sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintahan tertinggi bersama dengan Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Lembaga Administrasi 

Negara (LAN), dan Badan kepegawain Negara (BKN). 

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu 

diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah berdasarkan 

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintah. Sayangnya, yang menjadi soal dalam regulasi tersebut, seperti halnya 

Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok- pokok Kepegawaian, PPPK pun tidak banyak diatur secara jelas dan tegas 

dalam regulasi baru ini. Padahal mengingat pelaksanaan PTT sebelumnya begitu 

banyak menuai masalah. Jangan sampai konsep PPPK ini menjadi lagu lama yang 

hanya berganti kaset saja. Oleh karenanya diperlukan tinjauan lebih filosofis 

tentang keberadaan dari PPPK tersebut dan bagaimana pengelolaannya agar 

kesalahan-kesalahan lama tidak terulang. 

Masuknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai 

bagian dari ASN diharapkan mampu menjadi akselerator dalam upaya 

mewujudkan profesionalisme ASN. Selama ini PNS dipotret tidak profesional, 

lamban, cenderung mempersulit daripada mempermudah, cenderung minta 

dilayani daripada melayani dan lain sebagainya. Potret inilah yang coba diubah 

dengan masuknya PPPK sebagai bagian dari ASN. Dengan kompetensi yang 
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dimilikinya diharapkan PPPK mampu menjadi bagian ASN yang handal dan 

profesional. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aparatur Negara” didefinisikan 

sebagai “alat kelengkapan negara”, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab 

melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari’. Manajemen menitikberatkan pada 

kepegawaian negara dikenal dengan “profesi pegawai” yang bekerja di 

pemerintahan yang melaksanakan “Public Civil Servant Service”.
1
 Kepegawaian 

negara di Indonesia dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya 

PNS). Dahulu dikenal dengan sebutan PAMONG PROJO atau PANGREH 

PROJO. Dengan adanya Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, kepegawaian negara yang disebut dengan istilah “aparatur sipil Negara” 

(selanjutnya ASN), mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen 

kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan 

(Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945). ASN adalah penyelenggara negara yang terdapat 

dalam semua lini pemerintahan. Pelaksana kegiatan administrasi negara 

dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi 

pemerintah. Menurut Paul Pigors, tujuan pengelolaan kepegawaian negara adalah: 

                                                     
1
 Miftah Thoha, “Konsep Perubahan UU Kepegawaian - Kantor Kota Sukabumi 

Konsep Perubahan Undang-Undang Kepegawaian,”Management Kepegawaian Universitas Gajah 

Mada, sukabumikota.kemenag.go.id/file/dokumen 

http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
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1). Agar penggunaan dan kinerjanya bisa efefktif, tidak boros dan menghasilkan 

kerja yang sesuai yang dibutuhkan; 2). Pengembangan kariernya dijamin secara 

jelas sesuai dengan kompetensi diri dan kompetensi jabatan; 3). Kesejahteraan 

hidupnya dijamin. 

Pengaturan manajemen ASN tidak terlepas dari pengaturan manajemen 

kepegawaian negara yang telah berlangsung dalam perjalanan panjang yang 

dilakukan oleh pemerintah. Undang-undang yang selama ini menjadi dasar 

pengelolaan kepegawaian negara adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 43 Tahun 1999.  

Dalam rangka mewujudkan “berlangsungnya kegiatan administrasi 

negara” dimana pelaksanaannya dilakukan oleh aparatur sipil negara adalah 

sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah. Aparatur sipil 

negara dan pengisian jabatan administrasi negara bekerja atas dasar otoritas yang 

sah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Barulah setelah ia 

memiliki kewenangan yang sah, aparatur sipil negara dapat melakukan pelayanan 

publik kepada masyarakat. Adapun Pengertian Hukum Administrasi kepegawaian, 

yang digunakan  dalam          penelitian  ini adalah: 

a. Hukum: untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban, keamanan 

dan sebagainya dalam melaksanakan suatu kegiatan atau organisasi; 

b. Administrasi: 

1) Dalam arti sempit merupakan tata usaha (clerical work) 

2) Dalam arti luas merupakan kegiatan sekelompok manusia yang 
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dilakukan melalui tahapan tertentu untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam arti luas ini administrasi mencakup dalam arti: 

Proses, Fungsional dan Institusional. 

c. Kepegawaian: dibatasi hanya pada Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja 

pada instansi pemerintah. 

Dapat dikemukakan bahwa administrasi manajemen kepegawaian adalah 

segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan penggunaan tenaga kerja untuk 

mencapai tujuan tertentu. Aktivitas tersebut dijelaskan, terkait masalah 

penerimaan, pengangkatan, pengembangan, balas jasa sampai pada pemberhentian 

atau pensiun. 

Peran dan Fungsi manajemen terhadap ASN sangat penting dilakukan 

sebagai tertib administrasi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem 

pemerintahan yang baik (good governance). Untuk membangun sistem dan 

mekanisme birokrasi dan pelayanan terhadap masyarakat secara paripurna, 

maksimal dan optimal. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengkaji dan 

mengembangkan lebih luas tentang peran dan fungsi manajemen ASN atas kinerja 

yang diharapkan dan diamanahkan dalam kebijakan perundang-undangan tentang 

keberadaan ASN khususnya terhadap Pengawai Pemerintah Perjanjian Kerja 

(PPPK), dengan memberi Judul penelitian: “Manajemen Pengawai Pemerintah 

Perjanjian Kerja Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara.” 
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1. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana eksistensi Pengawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) 

dalam melakukan pelayanan birokrasi di Indonesia? 

b. Bagaimana bentuk dan kedudukan Pengawai Pemerintah Perjanjian 

Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang No. 5      Tahun 2014? 

c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah 

Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Undang-Undang No.  

5            Tahun 2014? 

 

 

 

 

 

2. Faedah Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan 

diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut: 

a) Secara Teoritis. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

hukum, khususnya tentang pelaksanaan Manajemen Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam sistem 

kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang ASN. 

b) Secara Praktis. 

- Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan atau pemikiran 

alternatif kepada Pemerintah mengenai menejemen pegawai dan 

menjadi bahan evaluasi yang berkaitan dengan masalah 

Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
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Kerja (PPPK) di sebuah instansi untuk mengetaui kelebihan dan 

kekurangan sehingga kedepan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam memajukan pelaksanaan manajemen selanjutnya. 

- Bagi Penelitian 

 Selanjutnya Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai referensi 

atau acuan bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak 

dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus 

bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan 

ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah 

yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada 

kesimpulan.
2
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui eksistensi Pengawai Pemerintah Perjanjian Kerja 

(PPPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara. 

b. Untuk mengetahui bentuk dan kedudukan Pengawai Pemerintah 

Perjanjian Kerja (PPPK)  dalam Undang-Undang No. 5  Tahun 2014. 

c. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Undang-

Undang No. 5            Tahun 2014. 

                                                     
2
 Ida Hanifah Dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka 

Prima, halaman 16 
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C. Defenisi Operasional 

1) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3
 

2) Pengawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) adalah adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan. 

3) Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai 

ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari 

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

4) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, 

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata- 

mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegitan tersebut dilaksanakan 

oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam 

organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau 

serangkaian tindakan pelayanan publik. 

                                                     
3
 Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparratur Sipil Negara 

http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
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5) Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu 

peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 

jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Good governance pada 

dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian 

keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, 

warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan 

dalam suatu negara. 

 

 

 

D. Keaslian Penelitian 

1. Ida Ayu Putri Wulandari. 2018. Fakultas Hukum Universitas Udayana 

Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara. Judul: Kedudukan 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian (PPPK) Kerja Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

Peraturan pelaksana terkait dengan manajemen pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja, hingga tahun 2018 ini belum ditetapkannya 

peraturan pelaksana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

sangat menentukan arah kepastian hukum mengenai pegawai pemerintah. 

Kedudukan hukum PPPK merupakan bagian dari ASN, memiliki 

kewajiban yang sama dengan pegawai negeri sipil, namun memperoleh 

hak yang berbeda dengan pegawai negeri sipil. Perlindungan hukum 

PPPK menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang manajemen 

PPPK. 
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2. Tri Widhi Ayusari.  Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 

Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dan 

Implikasinya Terhadap Hak Dan Kewajiban Kepegawaian (Studi Di 

Kabupaten Banyumas) The Appointment Of Government Employees With 

The Work Agreement (PPPK) And It’s Implications For Employment 

Rights And Obligations (Study In Banyumasregency). Rekrutmen dan 

Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencari sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan 

untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Tertentu yang dilakukan 

melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, 

seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. 

Setiap pelamar harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan 

bagi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

untuk   kemudian   dapat   diangkat   menjadi   PPPK.   Terkait   dengan 

mekanisme pengadaan dan pengangkatan PPPK tersebut dalam 

pelaksanaannya masih belum jelas. Selain itu, pemerintah dalam hal ini 

juga belum mengatur lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban bagi 

PPPK. Hasil penelitian diketahui bahwa Pengangkatan PPPK di 

Kabupaten Banyumas didasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh 

pemerintah, dalam hal ini telah mengacu pada Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis 

Pengadaan PPPK. Hal ini ditunjukan sebagaimana yang telah 
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dilaksanakan pada Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 khususnya di 

Kabupaten Banyumas. Implikasi pengangkatan PPPK terhadap hak dan 

kewajiban kepegawaian adalah PPPK berhak mendapatkan gaji dan 

tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan 

perlindungan. Selain memperoleh hak, PPPK juga wajib mematuhi tugas 

pekerjaan, target kinerja, hari kerja dan jam kerja, serta disiplin bagi 

PPPK. Hak dan kewajiban PPPK tersebut sepenuhnya tertuang dalam 

perjanjian kerja yang dibuat antara calon PPPKdengan Pejabat Pembina 

Kepegawaian. 

 

 

 

 

E. Metode Penelitian. 

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang 

akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan 

untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan 

tujuan penelitian. 

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di 

dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodelogi” 

berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.Terhadap pengertian 

metodelogi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi 

terhadap prosedur dan teknik penelitian.
4
 Maka metode penelitian yang dilakukan 

meliputi: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan 

                                                     
4
 Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penenlitian Hukum. Jakarta: UI-Perss, halaman 5. 
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pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian 

berdasarkan sumber kepustakaan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat 

yang dirangkum sedemikian rupa. 

 

 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan 

metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek 

sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti 

suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan 

dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan 

dapat menggambarkan bagaimana sistem dan mekanisme Pelaksanaan 

Manajemen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Dalam Undang Undang Nomor 

5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berjalan dengan baik dan benar 

dalam kinerja melakukan pelayanan publik dan dalam penyelenggaraan birokrasi 

dan administrasi untuk mewujudkan tata kelola kenegaraan yang profesional dan 

modren. 

 

 

 

3. Sumber Data 

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum 

yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari: 

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist 

(Sunah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam 

tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka 

pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah 

satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran Al 



14 

 

Islam dan Kemuhammadiyahan”, maka setiap mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Muhmmadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam 

melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif 

maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan 

minimal 1 (satu) surah Al Qur’an dan 1 (satu) hadist Rasulullah 

SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab 

permasalahan yang akan diteliti. 

b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan .Data 

primer juga diartikan sebagai data yang di peroleh secara langsung 

kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat 

tersebut. 

c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen 

resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus 

hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan 

pengadilan Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan 

penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber 

dari peraturan perundang-undangan. Yaitu Undang- Undang 

Hukum Acara Perdata dan Acara pidana, serta Undang- Undang 

terkait dengan Ilmu Hukum Administrasi Negara, catatan-catatan 

risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan 

perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan 

dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan 
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dan/atau peraturan daerah,
5
  

2) Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai 

berikut: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara. Dan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 

3) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 

komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian
15

. 

4) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, 

kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya. 

 

 

 

4. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi 

kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (library research) yang dilakukan 

pada perpustakaan didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya 

menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait, Manajemen 

Pengawai Pemerintah Perjanjian Kerja Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan peraturan-peraturan perundang 

undangan terkait dan sumber data lainnya. 

 

 

                                                     
5
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, halaman 47 
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5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (library research) atas bahan 

hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan 

dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang 

diinginkan berupa analisis hukum terkait Manajemen Pengawai Pemerintah 

Perjanjian Kerja Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara. 

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat 

bagaimana ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai sistem 

manajemen terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) apakah pelaksanaannya sudah 

sesuai berjalan dengan baik sesuai amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 

tentang Manajemen PPPK. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukanlah Pegawai 

Tidak Tetap (PTT), atau honorer yang berganti baju. Pemahaman yang 

berkembang saat ini di lapangan sudah semestinya diluruskan. Kesimpang-

siuran, kesalahpahaman dan perbedaan persepsi mengenai siapa itu PPPK 

harus dihentikan. Karena peran dan tugas yang dijalankan oleh PPPK sesuai 

amanat UU ASN tidaklah mudah dan ringan. Peran dan tugas yang diemban 

oleh PPPK adalah melakukan akselerasi profesionalisme ASN pada umumnya 

dan PNS pada khususnya. Pengertian PPPK menurut UU ASN adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. Syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh PPPK adalah 

mempunyai kompetensi yang sesuai dengan jabatannya, dan kompetensi 

tersebut tidak ada, belum ada atau belum bisa dipenuhi oleh PNS. Sehingga 

untuk percepatan maka direkrut dari PPPK untuk jangka waktu tertentu. Tugas 

pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh PPPK adalah tugas pelayanan 

masyarakat (public service). Tidak semua tugas pemerintahan dapat dilakukan 

oleh pegawai dengan status PPPK. Hal ini dengan pertimbangan persatuan dan 

kedaulatan negara. 

Masuknya PPPK sebagai bagian dari ASN, pada dasarnya adalah untuk 

mengakselerasi profesionalisme ASN dan khususnya bagi PNS. Inilah urgensi 

dari PPPK sebagai bagian dari ASN. Dengan masuknya PPPK dengan 
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kompetensi yang sudah bagus, siap bekerja dan siap berkolaborasi dengan 

PNS secara otomatis akan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. 

Kekurangan PNS yang selama ini dirasakan, baik secara kualitas maupun 

kuantitas dapat diatasi dengan masuknya PPPK. Hal ini akan menciptakan 

situasi kompetisi yang sehat antara PNS dan PPPK untuk peningkatan 

kompetensinya, mempercepat pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat 

dan meningkatkan efisiensi anggaran. 

 

 

A. Mengenal Perbedaan PNS DAN PPPK  

Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai 

pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan di pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terbagi menjadi dua jenis yaitu 

Pegawai Negara Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK). Kebanyakan orang menganggap bahwa PNS dan PPPK mempunyai 

status yang sama. Namun, keduanya punya definisi, hak, manajemen, dan bahkan 

proses seleksi yang berbeda pula. Perbedaan tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

1) PNS dan PPPK dari segi Status Kepegawaian  

Berdasarkan UU No. 5/2014 dijabarkan bahwa PNS dan PPPK memiliki 

status yang berbeda. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai 

pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk 

pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang 

diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina 
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Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan 

Undang-Undang. 

 

 

2) PNS dan PPPK berdasarkan Hak 

Seorang ASN tentunya mempunyai hak atau kewenangan yang diberikan 

dan dilindungi oleh hukum, serta kewajiban yang perlu ditunaikan. Dalam 

Undang-Undang diatur bahwa PNS dan PPPK memiliki kewajiban yang sama. 

Sedangkan dari segi hak, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, 

cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan 

kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, 

perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 UU ASN, 

Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Sedangkan untuk 

pengembangan kompetensi ASN PNS dan PPPK diatur sebagai berikut : 

 Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling 

sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.  

 Pengembangan kompetensi bagi PPPK dilakukan paling lama 24 (dua 

puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja. 

 

 

 

3) PNS dan PPPK dari segi Manajemen  

Manajemen ASN terbagi atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. 

Manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Manajemen PPPK diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai 
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Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

Ada beberapa poin manajemen PNS yang tidak ada dalam manajemen 

PPPK yang kemudian menjadi perbedaan keduanya antara lain pangkat dan 

jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, serta jaminan pensiun 

dan jaminan hari tua. Calon PNS yang kemudian menjadi PNS dan kemudian 

mempunyai jabatan dan jenjang karir berupa pangkat dan golongan yang terus 

berkembang setiap tahun, dapat mengisi jabatan struktural dan fungsional 

sekaligus. Sedangkan PPPK umumnya hanya dapat mengisi jabatan fungsional 

saja. Tidak ada jenjang karir karena PPPK adalah pegawai dengan perjanjian kerja 

dengan masa kerja yang telah ditentukan. Hal inilah yang juga menjadi dasar 

terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tidak diberikan kepada ASN 

PPPK. 

 

 

4) PNS dan PPPK dari segi Masa Kerja 

PNS dan PPPK juga memiliki perbedaan dalam masa kerjanya. PNS 

memiliki masa kerja sampai memasuki masa pensiun, yaitu 58 (lima puluh 

delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi dan 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat 

Pimpinan Tinggi. Sementara untuk PPPK, masa kerjanya sesuai surat perjanjian 

yang telah disepakati. Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 

(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian 

kinerja. 

 

 

 

5) PNS dan PPPK berdasarkan Proses Seleksi 

Perbedaan selanjutnya adalah dari proses seleksi CPNS dan PPPK. Untuk 

mengikuti seleksi CPNS minimal berusia 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 
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35 (tiga puluh lima) tahun. Untuk PPPK berusia minimal 20 (dua puluh) tahun 

dan maksimal 59 (lima puluh sembilan) tahun, untuk PPPK Guru. Selain itu, 

dalam seleksi CPNS terdapat tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang 

memiliki 3 materi soal yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi 

Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), dan Seleksi Kompetensi 

Bidang (SKB) sesuai dengan formasi yang diambil. Sementara untuk seleksi 

PPPK terdapat 4 (empat) materi yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, 

kompetensi sosial kultural, dan wawancara. 

Disamping perbedaan yang telah dijabarkan diatas, seorang CPNS, PNS 

dan PPPK yang datang dari berbagai macam latar belakang profesi harus 

memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Maka dari itu, ASN perlu 

memiliki nilai-nilai dasar (core values) yang menjadi fondasi budaya kerja ASN 

yang profesional. 

 

 

B. Perubahan Dalam Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Indonesia. 

Setelah lebih dari 15 tahun, akhirnya Pemerintah melakukan perubahan 

dalam pengelolaan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Kebijakan 

pengelolaan PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Apabila UU Nomor 43 Tahun 

1999 merupakan kebijakan perubahan dari UU Nomor 8 Tahun 1974, maka 

tidak demikian dengan UU Nomor 5 Tahun 2014. UU ASN (UU Nomor 5 
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Tahun 2014) bukan hanya sekedar “perubahan” atas UU Pokok-Pokok 

Kepegawaian (UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999) tetapi 

merupakan “pengganti” karena perubahan yang dilakukan sangat signifikan 

dalam pengelolaan kepegawaian atau PNS di Indonesia. 

Sebagaimana disampaikan dalam policy paper Kajian Isu Strategis:
6
 

Menjawab Pertanyaan Publik mengenai Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (LAN, 2014), bahwa UU ASN bisa dipandang sebagai sebuah 

inovasi kebijakan. Namun karena kebijakan ini tidak berangkat dan 

diimplementasikan dalam ruang dan waktu yang kosong, maka wajar apabila 

menimbulkan banyak permasalahan. Perubahan mendasar atau inovasi yang 

muncul adalah istilah ASN atau aparatur sipil negara. Juga dengan masuknya 

PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai bagian dari 

ASN. Sebagaimana dijelaskan dalam UU ASN, PPPK adalah pegawai yang 

diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan. 

Masuknya PPPK dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah public 

employees dan civil servants. Public employees adalah pegawai yang 

dipekerjakan atas dasar kontrak dibawah hukum privat (private law) sementara 

civil servants adalah pegawai yang dipekerjakan atas hukum publik (public 

law). Dalam konteks Indonesia, civil servants adalah PNS, sementara public 

employees adalah PPPK. 

 

 

                                                     
6
 Agustinus Sulistyo, Ichwan Santosa, Caca Syahroni, S.IP., M.Si et al. Pengertian Dan 

Urgensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam 

Terbitan (KDT 
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Menurut Prof. Eko Prasojo dalam acara Seminar Manajemen PPPK (27 

Mei 2015, BKN Jakarta)
7
, tujuan dari rekrutmen PPPK adalah untuk 

memperkuat basis profesionalisme dan kompetensi dalam penyelenggaraan 

birokrasi. Dengan kata lain masuknya PPPK dalam ASN diharapkan dapat 

mendorong percepatan atau akselerasi dalam menciptakan profesionalisme 

dan peningkatan kompetensi PNS. PPPK bukanlah PTT, honorer atau TKK 

yang berganti baju. Bahkan menurut Prof. Sofian Effendi, jabatan-jabatan yang 

bisa diisi oleh PPPK adalah jabatan fungsional tertentu, seperti guru, dosen, 

dokter, tenaga medis, peneliti dan lain sebagainya. Prinsipnya, PPPK harus 

mempunyai kompetensi khusus yang memang dibutuhkan oleh organisasi. 

Dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

dikenal istilah Pegawai Negeri, yaitu mereka yang setelah memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu 

jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan 

sesuatu peraturan perundang- undangan dan digaji menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf a, UU Nomor 43 Tahun 

1999). Selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Pegawai 

Negeri terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Di  dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dikenal istilah Aparatur Sipil Negara 

                                                     
7
 Eko Prasojo, Prof., Jangan sampai PPPK dijadikan Alat Pendulang Suara Pemilu 2019, 

Seminar Manajemen PPPK, Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 27 Mei 2015, diunduh dari 

http://www.bkn.go.id/berita/prof-eko-prasojo-jangan-sampai- p3k-dijadikan-alat-pendulang-

suara-pemilu-2019. 

http://www.bkn.go.id/berita/prof-eko-prasojo-jangan-sampai-p3k-dijadikan-alat-pendulang-suara-pemilu-2019
http://www.bkn.go.id/berita/prof-eko-prasojo-jangan-sampai-p3k-dijadikan-alat-pendulang-suara-pemilu-2019
http://www.bkn.go.id/berita/prof-eko-prasojo-jangan-sampai-p3k-dijadikan-alat-pendulang-suara-pemilu-2019
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yang selanjutnya disingkat ASN, yaitu profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah (Pasal 1 butir 1, UU Nomor 5 Tahun 2014). Selanjutnya di dalam 

Pasal 6 dijelaskan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS (pegawai negeri sipil) 

dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). 

Dari kedua kebijakan tersebut terlihat bahwa ada perbedaan yang jelas 

antara Pegawai Negeri (menurut UU Nomor 43 Tahun 1999) dengan Aparatur 

Sipil Negara (menurut UU Nomor 5 Tahun 2014). Di dalam UU Nomor 43 

Tahun 1999 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri memasukkan anggota ABRI 

(unsur non sipil) sebagai bagian dari Pegawai Negeri, sedangkan di dalam UU 

Nomor 5 Tahun 2014 memasukkan PPPK (unsur masyarakat sipil non PNS dan 

non sipil) sebagai bagian ASN. Hal ini menegaskan bahwa ASN sebagai satu 

profesi bagi masyarakat sipil (PNS dan PPPK) bukan profesi bagi masyarakat 

non sipil (anggota ABRI). Hal ini juga sesuai dengan namanya aparatur 

“sipil” negara sehingga tidak memasukkan anggota yang “non sipil”. 

Pengertian PPPK sebagai bagian dari ASN adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian 

kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan (Pasal 1 butir 4, UU ASN). Sementara pengertian dari PNS, 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan (Pasal 1 butir 3, UU ASN). Dari Pasal 

tersebut dapat dilihat ada dua perbedaan mendasar terkait pengertian PNS dan 
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PPPK, yaitu terkait status dan penugasannya. 

Pengertian mengenai PNS dan PPPK sebagai bagian ASN lebih 

dijelaskan dalam Bab III Jenis, Status dan Kedudukan. Pasal 6 tentang Jenis, 

dijelaskan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Pada Pasal 7 

dijelaskan mengenai status pegawai ASN sebagai berikut: ayat (1) PNS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang 

diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan 

memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara tentang status 

PPPK dijelaskan di ayat (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 

merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian 

kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi 

Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. Amanat Pasal ini semakin 

menegaskan adanya dua (2) perbedaan mendasar antara PNS dan PPPK, yaitu 

pertama terkait statusnya. PNS berstatus sebagai pegawai tetap sementara PPPK 

berstatus sebagai pegawai tidak tetap, diangkat dalam jangka waktu tertentu 

yang tertuang dalam perjanjian kerja. Kedua terkait penugasannya. PNS 

ditugaskan untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan PPPK 

ditugaskan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
8
. Meskipun 

demikian, perbedaan antara menduduki jabatan pemerintahan dan 

melaksanakan tugas pemerintahan nampaknya  perlu dipertegas kembali, 

karena pada hakekatnya PPPK juga dikontrak dalam jabatan tertentu 

(menduduki jabatan pemerintahan). 

                                                     
8
 policy paper Kajian Isu Strategis : Menjawab Pertanyaan Publik mengenai Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, LAN, 2014 
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Terkait dengan hal tersebut, Prof. Agus Dwiyanto,
9
 juga menegaskan 

perlunya kejelasan mengenai pengertian tugas pemerintahan. Sementara 

menurut Rasyid (2005), yang disebut tugas pokok pemerintahan dapat 

diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan publik, 

pembangunan dan pemberdayaan. 

Apabila dicermati dalam UU Nomor  5 Tahun 2014 khususnya di Pasal 4 

disebutkan bahwa PPPK melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh 

pimpinan Instansi Pemerintah. Dari Pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

PPPK adalah eksekutor atau pelaksana kebijakan dan bukan pengambil 

kebijakan. Hal ini pada sisi lain bertentangan dengan amanat UU ASN yang 

membuka seluruh jabatan untuk dapat diisi oleh PPPK (hanya JPT Pratama 

yang tidak dapat diisi oleh PPPK). Hal ini membuka peluang bahwa PPPK 

dapat mengisi jabatan yang bersifat pengambil kebijakan. 

Selanjutnya di Pasal 7 disebutkan bahwa tugas-tugas pemerintahan 

yang dapat dilakukan oleh PPPK adalah yang mensyaratkan kompetensi 

keahlian dan keterampilan tertentu, kompetensi yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas tersebut tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS dan 

diperlukan untuk percepatan kapasitas organisasi. PPPK didesain untuk 

mengisi jabatan tertentu yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

PNS, yaitu jabatan profesional dengan kompetensi khusus yang telah 

terbentuk untuk mengakselerasi kinerja pemerintahan (JF). Artinya,         

PPPK didesain untuk mengisi peran PNS dalam JF yang saat ini tidak            

                                                     
9
 Ibid 
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atau belum bisa diisi secara maksimal. Penjelasan ini sejalan dengan pendapat 

Prof. Sofian Effendi yang menyatakan bahwa jabatan-jabatan yang dapat diisi 

oleh PPPK adalah jabatan fungsional tertentu, yang memang membutuhkan 

kompetensi keahlian dan keterampilan tertentu. Hal ini sama dengan hasil 

benchmarking di Jerman dan Kerajaan Malaysia dimana pegawai kontrak 

memang didesain untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu yang perlu 

penguatan. 

Konsep PPPK sebagaimana amanat UU ASN diharapkan dapat 

mengubah persepsi tersebut menjadi positif. Bahwa PPPK harus profesional 

yang ditunjukkan dengan adanya bukti penguasaan kompetensi yang sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh organisasi. PPPK juga tidak hanya menjalankan 

fungsi supporting tetapi semua jabatan ASN dapat diisi oleh PPPK. PPPK 

bukanlah pegawai yang melaksanakan tugas foto copy, mengetik, mengantar 

surat, menyapu jalan, menjaga keamanan atau lainnya. 

Prof. Sofian Effendi
10

 sebagaimana dikutip dalam policy paper Kajian 

Isu Strategis: Menjawab Pertanyaan Publik mengenai Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (LAN, 2014) - menyebutkan bahwa PPPK adalah 

pejabat-pejabat fungsional tertentu (JFT) yang tugas utamanya adalah 

melaksanakan pelayanan publik. Sementara PNS adalah pegawai yang tugas 

utamanya melaksanakan manajemen   pemerintahan.  

 

 

 

 

                                                     
10

 Sofian Effendi, Prof. Dr., UU Nomor 5 Tahun 2014 : PPPK untuk Transformasi Fungsi 

Pelayanan Publik Pemerintahan, Bahan Diskusi tentang PPPK, Lembaga Administrasi Negara, 

Jakarta, 16 Maret 2014. 
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C. Manajemen ASN 

Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah pengelolaan ASN 

(Aparatur Sipil Negara) untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, 

memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN meliputi Manajemen 

PNS dan Manajemen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah. Dalam menyelenggarakan 

manajemen ASN dianut “asas efektif dan efisien” yakni sesuai dengan target atau 

tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. 

Penyelenggaraan manajemen ASN dilakukan berdasarkan asas: 

a. kepastian hukum;  

b. profesionalitas;  

c. proporsionalitas;  

d. keterpaduan;  

e. delegasi;  

f. netralitas;  

g. akuntabilitas;  

h. efektif dan efisien;  

i. keterbukaan;  

j. non-diskriminasi;  

k. persatuan dan kesatuan;  

l. keadilan dan kesetaraan; dan  

m. kesejahteraan.  

 

\ 

 

http://www.aparatur.com/p/asn.html
http://www.aparatur.com/2013/01/manajemen-asn.html
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ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip: 

a. nilai dasar;  

b. kode etik; 

c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan 

publik; 

d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;  

e. kualifikasi akademik;  

f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan 

g. profesionalitas jabatan.  

 

 

 

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:  

a. memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila;  

b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

c. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;  

d. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;  

e. menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif;  

f. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; 

g. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; 

h. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program 

Pemerintah;  

i. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, 

akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; 

j. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;  



30 

 

k. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;  

l. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; 

m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan  

n. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis 

sebagai perangkat sistem karir.  

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk menjaga 

martabat dan kehormatan ASN. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN. Untuk 

melakukan pembinaan profesi dan Pegawai ASN, Presiden mendelegasikan 

sebagian kekuasaan pembinaan dan manajemen ASN kepada:  

a. Menteri, berkaitan dengan kewenangan perumusan kebijakan umum 

pendayagunaan Pegawai ASN;  

b. KASN, berkaitan dengan kewenangan perumusan kebijakan 

pembinaan profesi ASN dan pengawasan pelaksanaannya pada Instansi 

dan Perwakilan;  

c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian dan pengembangan 

administrasi pemerintahan negara, pembinaan pendidikan dan 

pelatihan Pegawai ASN, dan penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan untuk penjenjangan Aparatur Sipil Negara; dan  

d. BKN, berkaitan dengan kewenangan pembinaan manajemen Pegawai 

ASN, penyusunan materi seleksi umum calon Pegawai ASN, 
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pembinaan Pusat Penilaian Kinerja Pegawai ASN, pemeliharaan dan 

pengembangan Sistem Informasi Pegawai ASN, dan pembinaan 

pendidikan fungsional analis kepegawaian.  

Manajemen ASN diperlukan untuk menghasilkan Pegawai ASN yang 

professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih 

menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar 

selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan 

perkembangan jaman. 

Dengan kehadiran PPPK tersebut dalam manajemen ASN, menegaskan 

bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, 

namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal 

ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru menumbuhkan suasana 

kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja. 

 

Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan 

dalam manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. 

Sistem informasi Aparatur Sipil Negara diselenggarakan secara nasional dan 

terintegrasi antar berbagai Instansi. Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data 

dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi wajib 

memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Sistem 

Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana berbasiskan teknologi informasi 

yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang 

dipercaya. BKN bertanggung jawab atas penyimpanan informasi yang telah 
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dimutakhirkan oleh Instansi serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. 

Selanjutnya peran dari Pegawai ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui 

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang professional, bebas dari 

intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ASN 

berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh 

pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan public dan 

masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Harus 

mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan public ASN 

berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan public yang 

professional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayananpublic dengan 

tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu ASN dituntut untuk professional 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan 

kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat 

sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. ASN 

senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan 

kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan. 
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Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan 

manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. ASN harus 

senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa 

(Kepentingan bangsa dan Negara di atas segalanya). 

 

 

D. Kompetensi PPPK Dalam Pelaksanaan Tugas Pelayanan Publik 

Kebutuhan pegawai untuk melaksanakan tugas pelayanan publik 

memerlukan karakteristik pengelolaan yang berbeda dengan tugas manajemen 

pemerintahan. Dalam melakukan tugas pelayanan seringkali membutuhkan 

standar kompetensi yang tidak bisa dipenuhi oleh PNS, maka perlu direkrut 

dari luar PNS dengan standar kompetensi yang sesuai. Maka akan salah besar 

apabila rekrutmen atau seleksi PPPK akan dilakukan sama dengan rekrutmen 

PTT, pegawai honorer atau TKK yang tidak didasarkan pada prinsip 

profesionalisme dan merit system. Hal ini dipertegas dengan penjelasan Deputi 

Kajian LAN tentang PPPK yang disampaikan dalam Diskusi tentang PPPK 

(Jakarta, 18 Juni 2015). Penjelasan tersebut adalah : 

- PPPK harus profesional, 

- PPPK bukan istilah pengganti untuk pegawai honorer, 

- PPPK tidak dapat diangkat otomatis sebagai PNS. 

Dari pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

PPPK bukanlah PTT, pegawai honorer atau TKK yang “berganti baju”. 

Sebagai bagian dari ASN, PPPK dan PNS mempunyai kedudukan yang sama, 

yaitu sebagai unsur aparatur negara (Pasal 8, UU ASN). Hal ini mempunyai 

konsekuensi bahwa PPPK dituntut untuk profesional sesuai bidang 
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kompetensinya. Prof. Agus Dwiyanto menegaskan bahwa PPPK harus 

mempunyai technical competence yang mumpuni dan belum/tidak dimiliki oleh 

PNS. Kemampuan ini bisa dilacak dari jejak rekamnya, baik berupa jejak 

rekam jabatan maupun jejak rekam kinerjanya. Kemampuan spesial yang 

dimiliki PPPK inilah yang diharapkan bisa mendorong akselerasi 

profesionalisme ASN. 

Dimasukkannya PPPK sebagai bagian dari ASN tentunya dengan tujuan 

yang progresif. Progresif - sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Yogi Suprayogi 

(dosen Universitas Padjajaran)
11

 adalah harus mempunyai kompetensi dan 

kinerja seperti layaknya PNS, bukan sekedar melanggengkan status quo dari 

PTT, pegawai honorer atau TKK. PPPK bukanlah pegawai “kelas dua” tetapi 

mempunyai kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Namun karena statusnya yang bukan sebagai pegawai tetap, maka dalam 

pengelolaaannya atau manajemennya diatur dalam peraturan tersendiri, 

terpisah dari manajemen PNS. 

Menurut Prof. Eko Prasojo dalam acara Seminar Manajemen PPPK, tujuan 

dilakukannya rekrutmen PPPK adalah:
12

 

- untuk menumbuhkan kompetisi dan budaya kerja bagi jabatan- 

jabatan dalam birokrasi; 

- untuk memperkuat basis profesionalisme dan kompetensi dalam 

                                                     
11

 Yogi Suprayogi Sugandi, Dr., Identifikasi PPPK dalam UU ASN : Pengertian, Urgensi, 

Formasi dan Seleksi, Bahan Diskusi tentang PPPK, Lembaga Administrasi Negara, 18 Juni 2015. 
12

 Eko Prasojo, Prof., Jangan sampai PPPK dijadikan Alat Pendulang Suara Pemilu 2019, 

Seminar Manajemen PPPK, Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 27 Mei 2015, diunduh dari 

http://www.bkn.go.id/berita/prof-eko-prasojo-jangan-sampai-p3k-dijadikan-alat-pendulang 

suara-pemilu-2019. 

http://www.bkn.go.id/berita/prof-eko-prasojo-jangan-sampai-p3k-dijadikan-alat-pendulang-suara-pemilu-2019
http://www.bkn.go.id/berita/prof-eko-prasojo-jangan-sampai-p3k-dijadikan-alat-pendulang-suara-pemilu-2019
http://www.bkn.go.id/berita/prof-eko-prasojo-jangan-sampai-p3k-dijadikan-alat-pendulang-suara-pemilu-2019
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penyelenggaraan birokrasi, sebagai basis jabatan fungsi-onal 

tertentu; 

- PPPK memberikan kesempatan flek-sibilitas dan pertukar-an antara 

sektor publik dan sektor swasta; 

- PPPK merupakan penciptaan ide baru dan inovasi birokrasi. 

Bahkan Prof. Eko Prasojo
13

 menegaskan bahwa, dengan masuknya 

PPPK dalam ASN akan memacu adrenalin dalam birokrasi dan 

menumbuhkan  citra baru bahwa orang yang ingin mengabdi kepada negara 

tidak harus berstatus PNS.
14

 Inilah peran strategis dan utama yang 

diamanatkan kepada PPPK, bahwa untuk mengabdi kepada pemerintah dan 

negara tidak harus berstatus PNS. Adanya fleksibilitas dan pertukaran antara 

sektor publik dan swasta sehingga terjadi akselerasi atau percepatan 

profesionalisme ASN dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. 

Pertukaran kompetensi dan sharing knowledge and experience antara sektor 

publik dan sektor swasta akan terjadi secara langsung dan cepat dengan 

masuknya PPPK sebagai bagian dalam ASN. 

Dalam policy paper Kajian Isu Strategis : Menjawab Pertanyaan Publik 

mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (LAN, 2014) 

disebutkan bahwa peran dan fungsi yang diemban oleh PPPK sangat strategis 

dalam konstruksi pegawai ASN. PPPK mempunyai arti penting sebagai    

berikut: 

 

                                                     
13

 Ibid 
14

 www.menpan.go.id. Diakses Juni 2022 

http://www.menpan.go.id/
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- Meningkatkan akselerasi menuju profesionalisme ASN, 

- Mengatasi keterbatasan kompetensi PNS, 

- Menciptakan sistem kepegawaian yang fleksibel dan adaptif, 

- Menciptakan situasi kompetisi yang sehat di lingkungan ASN, 

- Mempercepat pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, 

- Mengurangi peran PNS dalam tugas pelayanan publik, dan 

- Meningkatkan efisiensi anggaran. 

Sementara itu menurut Deputi Kajian LAN dalam diskusi tentang PPPK 

tanggal 16 Maret 2014, PPPK diadakan dengan tujuan dasar untuk 

menumbuhkan kompetisi dan budaya kinerja bagi jabatan-jabatan dalam 

birokrasi. PPPK diadakan untuk memperkuat basis jabatan fungsional 

(bukan basis struktural) dalam penyelenggaraan birokrasi.  

Apabila mencermati pendapat ini, maka jabatan yang dapat diisi        

oleh PPPK difokuskan pada jabatan-jabatan fungsional tertentu. Hal ini   

sejalan dengan pendapat Prof. Sofian Effendi
15

 sebagaimana dijelaskan di 

depan bahwa PPPK untuk menduduki jabatan-jabatan fungsional tertentu 

(JFT) yang tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan publik.    

Meskipun dalam UU ASN Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa Jabatan      

ASN diisi dari Pegawai ASN. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa   

jabatan-jabatan dalam ASN dapat diisi oleh PNS maupun PPPK   (sebagai 

pegawai ASN). 

 

                                                     
15

 Sofian Effendi, Prof. Dr., UU Nomor 5 Tahun 2014 : PPPK untuk Transformasi Fungsi 

Pelayanan Publik Pemerintahan, Bahan Diskusi tentang PPPK, Lembaga Administrasi Negara, 

Jakarta, 16 Maret 2014. 
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Masuknya PPPK menjadi bagian dari ASN ternyata juga sejalan dengan 

harapan dan kebutuhan pemerintah daerah. Selama ini tidak dapat dipungkiri 

bahwa kebutuhan SDM di daerah sangat besar, namun tidak bisa dipenuhi 

dengan adanya pembatasan dari pusat. Pembatasan ini dengan berbagai 

pertimbangan, misalnya terkait dengan keterbatasan anggaran. Dengan adanya 

PPPK tentu ini menjadi angin segar. Selama ini kekuarangan SDM ditutup 

dengan melakukan rekrutmen PTT, pegawai honorer atau TKK. Namun 

karena tidak dilakukan secara profesional maka tidak mampu menghasilkan 

SDM yang berkualitas sesuai dengan harapan, tetapi justeru menimbulkan 

masalah. Karena prosesnya yang sarat dengan praktik KKN. Maka dengan 

adanya amanat UU ASN, dengan adanya PPPK ini muncul harapan baru. 

PPPK dibutuhkan oleh pemerintah daerah dikarenakan beberapa hal berikut ini: 

- Adanya tuntutan percepatan pelayanan masyarakat, 

- Terbatasnya formasi PNS, 

- Adanya tugas pelayanan yang mendesak dan strategis tetapi tidak 

perlu dilakukan oleh PNS (misalnya tenaga Satpol PP, petugas 

pemadam kebakaran, petugas kebersihan dan sebagainya), 

- Keterbatasan PNS yang memiliki keahlian teknis tertentu, 

- Kemajuan teknologi yang tidak diikuti dengan kesiapan PNS 

(misalnya minimnya tenaga IT yang berstatus PNS). 

Maka dalam rekrutmen PPPK, perlu memperhatikan beberapa prinsip 

dasar. Menurut Prof. Eko Prasojo beberapa prinsip dasar yang perlu 

diterapkan dalam rekrutmen PPPK adalah: Pertama, posisi dengan jangka 
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waktu pendek (short term based) tidak boleh menyebabkan berkurangnya 

penerapan merit system oleh instansi. Kedua, seleksi harus tetap berdasarkan 

semangat profesionalisme ASN dan kinerja pegawai. Ketiga, rekrutmen      

PPPK dapat diterapkan untuk sejumlah posisi pekerjaan dengan karakteristik 

antara lain diperuntukkan bagi jangka waktu tertentu (irreguler atau 

intermittent). 

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka 

peluang kalangan profesional untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara 

(ASN). Profesional dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan 

Tinggi (JPT) tertentu. 

Untuk itu, PP ini juga mewajibkan agar setiap istansi pemerintah 

menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis     

jabatan dan analisis beban kerja, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci 

per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. 

Sementara pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama dan JPT madya 

tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara 

pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan pengadaan PPPK untuk 

mengisi JF dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi. Pelaksanaannya 

dapat dilakukan oleh panitia seleksi dengan melibatkan unsur dari kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan 
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Badan Kepegawaian Negara (BKN).
16

 

Untuk menjadi PPPK, PP 49/2018 ini menetapkan batas pelamar PPPK 

terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan 

tertentu. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti 

bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun. Demikian juga 

untuk jabatan lain. 

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN), rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni 

seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus 

seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas 

dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. 

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus 

seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas 

dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan 

penetapan hasil seleksi. 

Setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara 

dengan PNS. PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang 

berstatus PNS. Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan 

berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan,  jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian, serta bantuan hukum. 

 

 

                                                     
16

 HUMAS MENPANRB. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pp-no-49-2018-

buka-peluang-profesional-menjadi-asn 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan Aparatur 

Sipil Negara (ASN). Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai 

pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan 

oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam 

menciptakan masyarakat yang madani yang taat hukum, berperadaban modern, 

demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat secara adil dan merata, serta 

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana hal ini dilakukan dalam 

rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
17

 

Semakin majunya teknologi menjadikan aksesibilitas semakin mudah 

untuk berhubungan satu sama lain, di era globalisasi ini ekonomi menjadi semakin 

nyata dengan ditandai adanya persaingan yang tinggi. Pada saat ini birokrasi di 

Indonesia masih menjadi hambatan dalam pembangunannya, ditandai dengan 

rendahnya kinerja pelayanan birokrasi dan tingginya angka korupsi.  

Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Report 2014-2015, 

Indonesia menempati peringkat 37 dari 140 negara, dan dari laporan Bank Dunia 

melalui Worldwide Governance Indicators yang menunjukan bahwa efektivitas 

pemerintahan (Goverment Effevtiveness) Indonesia masih sangat rendah dengan 

                                                     
17

 Elly Fatimah dan Erna Irawati, Manajemen ASN Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, 

Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2017, hlm. 7 
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nilai indeks di tahun 2014 yaitu – 0,01.
18

 Selain itu permasalahan birokrasi di 

Indonesia yaitu pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik, dengan kata lain 

birokrasi di Indonesia belum profesional untuk dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik. 

Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi 

permasalahan, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil negara telah dibuat untuk mengelola ASN menjadi lebih baik. UU ASN ini 

merupakan dasar dalam manajemen ASN yang bertujuan untuk membangun ASN 

yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, 

bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang 

berkualitas tinggi bagi masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi 

bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Di dalam UU No 5 Tahun 

2014 tentang ASN disebutkan bahwa Pegawai ASN merupakan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.
19

 

UU ASN setelah melalui proses yang cukup panjang pada tahun 2013 lalu 

Undang-Undang ini diloloskan oleh DPR yang kemudian diteruskan kepada pihak 

pemerintah. Menurut Prof. Sofian Effendi mengatakan ada enam poin penting 

yang diharapkan dengan keberadaan UU ASN ini, salah satunya adalah perubahan 

                                                     
18

 Ibid 
19

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 
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sistem kepegawaia baru yang ditandai dengan kemungkinan keberadaan tentang 

kontrak kerja (PPPK).
20

 

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 UU No. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi 2 

(dua) jenis kepegawaian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai 

pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk 

secara nasional dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).5 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan warga negara 

indonesia yang yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian yang memenuhi syarat tertentu dan diserahi tugas 

oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan instasi Pemerintah dan Ketentuan 

Undang-Undang dengan jangka waktu tertentu dan dapat di perpanjang apabila 

dibutuhkan.
21

 

PPPK lahir sebagai jawaban dari kebutuhan pemerintah yang mendesak 

akan SDM mumpuni dan profesional yang selama ini kompetensinya tidak banyak 

di dapatkan pada PNS. PPPK yang berlatar belakang profesional dianggap mampu 

untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dengan cepat 

dan tuntas, sehingga ketika pekerjaan yang ditangani tersebut telah selesai maka 

kontrak PPPK pun akan dapat selesai, dengan demikian pemerintah tidak 

mempunyai beban yang terlalu berat dalam menanggung aparaturnya. 

Kualitas baik buruknya birokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh 

kualitas kepegawaian negaranya. Aparatur Sipil Negara (ASN) ada sebagai 

aparatur pemerintahan yang merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan 

                                                     
20

 Bambang Rudito Karisma, Aparatur Sipil Negara: Pendukung Reformasi Birokrasi 

(Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 14 
21

 Ibid 



43 

 

tugas pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan pelayanan 

publik kepada masyarakat. 

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan 

publik yang profesional serta terbebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. Selain itu, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dinyatakan tujuan didirikannya 

Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik 

yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak 

sipil setiap warga negara . 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

menyampaikan jika penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN 

dilaksanakan berdasarkan asas profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta 

efektif dan efisien. Manajemen ASN perlu dilakukan mengingat jumlah ASN 

yang mencapai angka 4.121.176 orang dan sebanyak 38% menduduki jabatan 

administratif sehingga diperlukannya perubahan agar jabatan fungsional dan 

berkeahlian profesional dapat mendominasi. 

Sesuai dengan Visi 2045, terdapat 2 (dua) pilar utama yang dapat menjadi 

arahan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, yaitu pembangunan sumber   

daya manusia yang berkualitas dan penyederhanaan birokrasi untuk mendukung 

dan menciptakan iklim investasi yang baik (Kementerian PPN/Bappenas,        

2020). 
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Di era yang penuh dengan perubahan ini, tidak hanya transformasi 

teknologi saja yang dibutuhkan melainkan juga transformasi sumber daya 

manusia. Pelaksanaan Smart ASN ada sebagai upaya menghadapi era disrupsi dan 

revolusi industri 5.0. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerapkan Human Capital 

Management Strategy yang mencakup 6P yaitu: 

1) Perencanaan 

2) Perekrutan dan seleksi 

3) Pengembangan kompetensi 

4) Penilaian kinerja dan penghargaan 

5) Promosi, rotasi, dan karir 

6) Peningkatan kesejahteraan 

7) Pelaksanaan Human Capital Management Strategy merupakan salah 

satu jalan utama untuk mengoptimalisasikan pengembangan ASN 

demi tercapainya birokrasi kelas dunia. 

Penerapan 6P ini ditujukan untuk menciptakan ASN berintegritas, 

memiliki rasa nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai IT dan 

bahasa asing, serta memiliki kemampuan hospitality, networking, dan 

entrepreneurship yang tinggi pada tahun 2024. 

Sejalan dengan profil Smart ASN 2024, penguasaan teknologi akan 

menjadi daya dukung bagi masyarakat di era globalisai ini namun tidak akan 

berjalan dengan maksimal apabila tidak dilakukan oleh sumber daya manusia 

yang berkompeten dan berkualitas. 
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Dengan dibutuhkannya tenaga kerja yang dapat bekerja dengan baik, 

kompeten dan cepat maka PPPK inilah dibuat.  Kedudukan PPPK diatur di dalam 

sebuah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai konsekuensi amanat langsung dari 

Pasal 94 sampai 107 UU No 5 Tahun 2014. Ada keterlambatan dalam pengeluaran 

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang manajemen PPPK, karena sulit 

untuk terealisasikan dan untuk menjadi PPPK ini terbilang sulit karena harus 

memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan, dan antara satu RPP dengan RPP 

lainnya memiliki kausalitas satu sama lain sehingga pemerintah harus berhati-hati 

dalam melakukan pengaturan di dalam regulasi. Terutama mengenai gaji dan 

tunjangan PPPK yang menyangkut tentang keuangan negara, dan juga bagaimana 

memberikan struktur yang tepat mengenai pengembangan karir dan kompetensi 

pada PPPK.
22

 Keterlambatan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 

PPPK ini karena Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta waktu untuk melakukan 

pendataan keuangan negara berdasarkan data yang diberikan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

tinggi. 

Saat ini telah ada Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen PPPK, PP ini mengatur mengenai hak dan kewajiban PPPK. 

Berdasarkan PP ini masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat satu 

tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. 

Dalam PP ini hak dan kewajiban PPPK meliputi; penetapan kebutuhan, 

pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, 

                                                     
22

 CNN Indonesia, CPNS 2018, Pemerintah Masih Ramu Aturan Soal PPPK https:/www. 

cnnindonesia.com/nasional/20180921181858-20-332163/cpns-2018-pemerintah-masih-ramu-

aturan-soal-pppk, di akses pada tanggal 02 November 2018 pada pukul 22.25 
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pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan. 

 

A. Eksistensi Pengawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 

PNS juga berada dalam satu naungan yaitu Korps Profesi Pegawai ASN Republik 

Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014. Secara 

konsep, status hukum PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) sudah jelas berbeda, PNS adalah seseorang yang memiliki kekuatan 

hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. 

Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai 

pemerintah yang memiliki keahlian khusus dan bertugas sebagai pelaksana. PNS 

memiliki hubungan dinas publik dan mengsyaratkan adanya mono loyalitas. 

Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi 

permasalahan, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil negara telah dibuat untuk mengelola ASN menjadi lebih baik. UU ASN ini 

merupakan dasar dalam manajemen ASN yang bertujuan untuk membangun ASN 

yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, 

bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang 

berkualitas tinggi bagi masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi 

bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Di dalam UU No 5 Tahun 

2014 tentang ASN disebutkan bahwa Pegawai ASN merupakan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang 
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diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.
23

  

Undang-Undang ASN setelah melalui proses yang cukup panjang pada 

tahun 2013 lalu Undang-Undang ini diloloskan oleh DPR yang kemudian 

diteruskan kepada pihak pemerintah. Menurut Prof. Sofian Effendi mengatakan 

ada enam poin penting yang diharapkan dengan keberadaan UU ASN ini, salah 

satunya adalah perubahan sistem kepegawaian baru yang ditandai dengan 

kemungkinan keberadaan tentang kontrak kerja (PPPK).
24

 

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 UU No. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi 2 

(dua) jenis kepegawaian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai 

pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk 

secara nasional dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan warga 

negara indonesia yang yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang memenuhi syarat tertentu dan diserahi 

tugas oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan instasi Pemerintah dan 

Ketentuan Undang-Undang dengan jangka waktu tertentu dan dapat di perpanjang 

apabila dibutuhkan.
25

 

PPPK lahir sebagai jawaban dari kebutuhan pemerintah yang mendesak 

akan SDM mumpuni dan profesional yang selama ini kompetensinya tidak banyak 
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24
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di dapatkan pada PNS. PPPK yang berlatar belakang profesional dianggap mampu 

untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dengan cepat 

dan tuntas, sehingga ketika pekerjaan yang ditangani tersebut telah selesai maka 

kontrak PPPK pun akan dapat selesai, dengan demikian pemerintah tidak 

mempunyai beban yang terlalu berat dalam menanggung aparaturnya. 

Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 

2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja. 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah 

pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai 

dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, 

kolusi dan nepotisme. 

Keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 

PNS juga berada dalam satu naungan yaitu Korps Profesi Pegawai ASN Republik 

Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) UU No.5 Tahun 2014.    

Secara konsep, status hukum PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) sudah jelas berbeda, PNS adalah seseorang yang memiliki kekuatan 

hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. 

Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah     

pegawai pemerintah yang  memiliki keahlian khusus dan bertugas sebagai 
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pelaksana. PNS memiliki hubungan dinas publik dan mengsyaratkan adanya 

mono loyalitas. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memilliki 

hubungan hukum yang bersifat keperdataan atau hubungan hukum yang bersifat 

kontraktual. Dengan demikian yang membedakan antara PNS dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah hubungan hukumnya. Dengan 

adanya perbedaan hubungan hukum tesebut maka tentu aturan yang berlaku bagi 

PNS tidak berarti berlaku juga untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK).
26

 

 

 

B. Bentuk dan Kedudukan Hukum PPPK Dalam Undang-Undang       

No. 5            Tahun 2014 

Dalam mewujudkan “berlangsungnya kegiatan administrasi negara” 

pelaksanaannya dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai sumber daya 

manusia penggerak birokrasi pemerintah. Aparatur sipil negara dan pengisian 

jabatan administrasi negara bekerja atas dasar otoritas yang sah yang diberikan 

oleh peraturan perundang-undangan. Barulah setelah ia memiliki kewenangan 

yang sah, aparatur sipil negara sebagai penggerak birokrasi pemerintah 

melakukan pelayanan publik untuk masyarakat. 

Pengertian Hukum Administrasi kepegawaian, yang digunakan dalam    

penelitian ini adalah: 

a. Hukum: untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban, keamanan dan 

sebagainya dalam melaksanakan suatu kegiatan atau organisasi; 

 

                                                     
26

 Edi Siswadi, 2012, Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Efektif Dan Prima, Mutiara Press, Bandung, h. 156 
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b. Administrasi: 

1) Dalam arti sempit merupakan tata usaha (clerical work) 

2) Dalam arti luas merupakan kegiatan sekelompok manusia yang 

dilakukan melalui tahapan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam arti luas ini administrasi mencakup dalam arti: Proses, 

Fungsional dan Institusional. 

c. Kepegawaian: dibatasi hanya pada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi 

pemerintah. 

Dapat dikemukakan bahwa administrasi kepegawaian adalah segenap 

aktivitas yang bersangkut paut  dengan penggunaan tenaga kerja untuk mencapai 

tujuan tertentu. Aktivitas tersebut dijelaskan, terkait masalah penerimaan, 

pengangkatan, pengembangan, balas jasa sampai pada pemberhentian atau 

pensiun. 

Setelah lebih dari 16 (enambelas) tahun akhirnya Pemerintah melakukan 

perubahan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu perubahan 

besar ialah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu 

terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor           

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Berdasarkan pasal 6 dan 7 UU No. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi 

dua jenis Kepegawaian yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diangkat sebagai 

pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk 

pegawai secara nasional dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) 
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yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan 

Undang-Undang. 

PPPK lahir sebagai jawaban dari kebutuhan yang mendesak akan sumber 

daya manusia mumpuni dan profesional yang selama ini kompetensinya mungkin 

tidak banyak di dapatkan pada PNS. PPPK yang berlatar belakang profesional 

dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus 

secara cepat dan tuntas sehingga ketika pekerjaan yang ditangani tersebut selesai 

maka kontrak PPPK pun dapat selesai, dengan demikian pemerintah tidak punya 

beban yang terlalu berat dalam menanggung aparaturnya. Sayangnya PPPK yang 

dianggap sebuah inovasi kebijakan ini menimbulkan banyak kerancuan. 

Munculnya istilah PPPK sendiri telah banyak menimbulkan perdebatan dan 

diskusi kritis di kalangan pemangku kebijakan, pengelola kepegawaian, 

akademisi, dan masyarakat. Mengingat kehadiran PPPK ini dianggap tidak lahir 

pada sesuatu tempat yang dapat disebut sebagai hal baru. 

Sebagai negara hukum, pentinglah untuk memastikan kedudukan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur di dalam sebuah Peraturan 

Pemerintah sebagai konsekuensi perintah langsung dari Pasal 94 sampai 107 UU 

Nomor 5 Tahun 2014. Penyebab belum ditetapkannya peraturan pemerintah 

lainnya karena rancangan peraturan pemerintah yang satu dengan yang lainnya 

memiliki korelasi yang berpengaruh terhadap keuangan negara serta mengenai 

pengembangan karier dan  kompetensi pada Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK). Jenis kedudukan dalam konteks penulisan ini termasuk 
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ke dalam achieved status karena posisi PPPK sebagai salah satu 

penyelenggara pemerintahan yang memenuhi syarat tertentu berdasarkan Pasal 1 

angka 4 UU No. 5 Tahun 2014. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun 

kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan 

analisis beban kerja, yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang 

diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
27

 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memilliki hubungan 

hukum yang bersifat keperdataan atau hubungan hukum yang bersifat kontraktual. 

Dengan demikian yang membedakan antara PNS dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) adalah hubungan hukumnya. Dengan adanya perbedaan 

hubungan hukum tesebut maka tentu aturan yang berlaku bagi PNS tidak berarti 

berlaku juga untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
28

  

Hubungan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja         

(PPPK) yang sebatas hubungan secara perdata maka memang diperlukan 

kejelasan dari sisi aturan dan kesepakatan dari sejak rekrutment sampai 

bagaimana hubungan kerja berakhir. Selain itu, perlu juga ditetapkan secara jelas 

dari awal mengenai jenis pekerjaan dan hak serta kewajibannya. Dengan begitu 

ada kepastian secara hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK).
29
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Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah 

sebagai unsur aparatur negara sebagaimana diatur pada Pasal 8 UU No. 5 Tahun 

2014. Sebagai unsur aparatur negara maka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan 

instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh intervensi dari semua golongan 

dan partai politik. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai 

Pegawai ASN juga tidak boleh terlibat dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN). Belum ditetapkannya peraturan pemerintah dari Manajemen 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mengakibatkan adanya 

kekaburan norma hukum dan kekosongan norma hukum di Indonesia. Kekaburan 

norma dalam konteks ini dikarenakan norma umum mengenai Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 

2014, namun masih menimbulkan multitafsir.  

Pengesahan Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Sebagai Solusi 

Kepastian Hukum. 

Pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan pengaturan di dalam 

regulasi manajemen PPPK
30

, Terutama mengenai gaji dan tunjangan PPPK itu 

sendiri yang menyangkut perihal keuangan negara, juga bagaimana memberikan 

struktur yang tepat mengenai pengembangan karir dan kompetensi pada PPPK, 

karena bagaimanapun juga pembangunan dan pelayanan publik harus dipenuhi 

secara cepat. Namun, perekrutan tanpa kepastian hukum juga akan menimbulkan 

permasalahan baru di dalam manajemen ASN. Keberadaan PPPK hendaknya 

                                                     
30

 Fadhel Maulana Ramadhan, S.H. Kepastian Hukum PPPK dalam Sistem ASN. 

Halaman 1.  
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tidak kembali hanya sebagai pelengkap dan justru menambah beban pemerintah 

dalam membayar gaji dan hak lain kepada PPPK tanpa perhitungan formasi 

jabatan dan tidak adanya kepastian hukum tentang PPPK. Jangan sampai 

pemerintah daerah atau kementerian/lembaga melakukan “inovasi” dalam 

melakukan rekrutmen terbuka atas jenis kepegawaian PPPK yang belum tentu 

“inovasi” tersebut sejalan dengan regulasi dan arah kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah pusat. Apabila demikian, maka akan tercipta kembali pola Pegawai 

Non-PNS yang berbeda-beda setiap daerah dan instansi serta tidak menutup 

kemungkinan akan kembali lagi pola tenaga outsourcing jenis baru di 

pemerintahan yang dibalut dengan nama jenis kepegawaian yakni PPPK. 

PPPK adalah sebuah inovasi yang seyogyanya disambut dengan          

hangat dalam sistem ASN. PPPK memberikan angin segar untuk melakukan 

percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang selama ini banyak 

terkendala. PPPK sebagai upaya untuk menciptakan berbagai inovasi di dalam 

sektor pemerintahan dengan cara pertukaran kompetensi dan sharing knowledge 

and experience antara sektor publik dan sektor swasta. Dengan begitu, masuknya 

PPPK akan memacu adrenalin birokrasi untuk melakukan percepatan 

penyelenggaraan ASN.  

Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 

2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja.  
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C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Undang-Undang No. 5          Tahun 

2014. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan 

kepentingan manusia, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, 

damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.
31

 Secara teoritis 

dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu: perlindungan sosial; perlindungan 

teknis; perlindungan ekonomis. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang 

berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan 

pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana 

manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota 

keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja. Perlindungan 

teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk 

menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan 

oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering 

disebut sebagai keselamatan kerja. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis 

perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk  memberikan kepada 

pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-

hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu 

bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya 

disebut dengan jaminan sosial.
32
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Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 

pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan. 

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja sehingga dapat melaksankan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya 

kesehatan dibidang penyembuhan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara memberi Jaminan kepada Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja yaitu, Hak atas Jaminan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan 

penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaannya berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan.  

Jaminan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja seharusnya 

mendapatkan jaminan kecelakaan kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh 

tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya 

sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau      

cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya 

Jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kematian tenaga kerja yang meninggal dunia 

bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan 

sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang 

ditinggalkan. 

Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan 

beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa 
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uang. Hari tua dapat mengkibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mapu 

bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi 

tenaga kerja dan mempengaruhi ketenaga kerjaan sewaktu masih bekerja, teruma 

bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian 

penerimaan yang dibayarkan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, PT 

Taspen (Persero) ditetapkan sebagai pelaksana program Jaminan Kecelakaan 

Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang dimaksud 

dengan Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Pegawai 

Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Oleh sebab itu, 

Pemerintah sebagai pemberi kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja, wajib mendaftarkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada 

PT Taspen (Persero) untuk menjadi peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian.  

Perlindungan hukum dalam konteks hukum administrasi negara 

merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-

tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan 

hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai 

dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun 

dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis 

maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan Peraturan Hukum. Perlindungan 

hukum dalam bidang publik tidak sekedar diberikan dalam bidang keperdataan 
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saja. Dalam bidang publik perlindungan terhadap warga negara diberikan bila 

sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, 

sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan 

terhadap sikap tindaknya yang dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis 

maupun tidak tertulis.  

Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asas umum 

pemerintahan yang layak memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya 

langkah mundur pembuatan undang-undang, yang memberikan kewenangan 

kepada administrasi negara membuat peraturan perundang-undangan. Suatu 

kewajiban bagi pemerintah memberikan perlindungan hukum dalam bidang 

publik sebagai jaminan kepada masyarakat. Undang-Undang Aparatur Sipil 

Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian kerja melalui pemberian hak-hak bagi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK). Hak-hak tersebut yakni pemberian gaji dan tunjangan, 

cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. 

Perlindungan yang diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) mencakup pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, 

jaminan kematian, dan bantuan hukum. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 

terdapat kelemahan dalam pemberian perlindungan yang berupa jaminan-jaminan 

masih bersifat represif belum bersifat pencegahan agar Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhindar dari kecelakaan kerja. Kelemahan 

kedua berkaitan dengan perjanjian kerja yang merupakan dasar dari hubungan 

hukum antara Pemerintah dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
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(PPPK) sama sekali tidak diatur dalam UU No.5 Tahun 2014. Prinsip 

perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak  Pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi 

manusia, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia diserahkan kepada pembatasan -pembatasan dan peletakan 

kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.
33

  

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat 

sebagai tindakan Pemerintah yang bersifat preventif dan respresif.
34

 Perlindungan 

hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang 

mengarahkan tindakan Pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan 

keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.
35

 

Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 

2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja.  

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada 28 November 

2018, maka semakin jelas kedudukan dan bentuk perlindungan hukum bagi PPPK 
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dalam kedudukannya sebagai ASN.  Hal ini dapat dilihat pada Bab I Ketentuan 

Umum Pasal 1 ayat (1) sampai dengan (5) Peraturan Pemerintah No. 49, Dalam 

Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah 

pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk 

menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 

politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 

bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang bekeda pada instansi pemerintah. 

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai 

ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian keda yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas 

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 

disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 

wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan 

organisasi.  

 

Dengan adanya undang-undang ini maka tampak jelaslah sudah bahwa 

keberadaan PPPK sebagai bagian dari ASN telah diakui, dijamin, dan dilindungi 

oleh undang-undang, sehingga secara hukum eksistensi PPPK telah mendapatkan 

kepastian hukum oleh negara. 

Selanjutnya masih dalam Pasal 1 ayat (22) Peraturan Pemerintah No. 49 

Tahun 2018 menyatakan pula bahwa: Badan Kepegawaian Negara yang 

selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 

diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen 

ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.  
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Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara adalah dasar hukum bagi penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 49 

Tahun 2018, dimana dituliskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 

manajemen PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 

106 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah 

pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai 

dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, 

kolusi dan nepotisme. 

Adapun yang diatur dalam manajemen PPPK, dapat dilihat pada Pasal 3 

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018, bahwa Manajemen PPPK antara lain 

meliputi: 

a. Penetapan Kebutuhan; 

- Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan 

jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban 

kerja  

- Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan 

prioritas kebutuhan. 

- Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan 

dengan penyusunan kebutuhan PNS 

- Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri. 

- Kebutuhan PPPK secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada 

setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri keuangan 

dan pertimbangan teknis kepala BKN 

- PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri 

kebutuhan JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu yang dapat 

diisi oleh PPPK setelah ditetapkan nomenklatur jabatan dan 

pangkatnya oleh Presiden. 

- Usulan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi 

Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. 
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b. pengadaan; 

Pengadaan PPPK: 

- Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah dapat dilakukan 

oleh: 

a. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK; 

b. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau 

c. Instansi pembina JF. 

- Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional berdasarkan 

perencanaan kebutuhan jumlah PPPK. 

- Dalam menjamin objektivitas, Menteri menetapkan kebijakan 

pengadaan PPPK. 

- Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan PPPK Menteri dapat 

membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PPPK. 

- Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK mempunyai tugas 

mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan PPPK 

oleh instansi pembina JF dan panitia seleksi instansi pengadaan 

PPPK. 

- Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan JPT   

madya 

tertentu yang lowong dilakukan setelah memenuhi ketentuan. 

- Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan JPT madya 

tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai 

tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan dan 

berkoordinasi dengan KASN. 
 

 

 

 

- Tahapan pengadaan PPPK: 
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c. penilaian kinerja; 

- Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas 

prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian 

kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. 

- Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja 

di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan 

memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, 

dan perilaku pegawai. 

- Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, 

akuntabel, partisipatif, dan transparan. 

- Penilaian kinerja PPPK berada di bawah kewenangan PyB 

pada Instansi Pemerintah masing-masing. 

- Penilaian kinerja PPPK didelegasikan secara berjenjang 

kepada atasan langsung dari PPPK. 

- Penilaian kinerja PPPK wajib mempertimbangkan pendapat 

rekan kerja setingkat dan bawahannya. 

- Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada tim penilai 

kinerja PPPK. 

- Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin 

objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian 

tunjangan, dan pengembangan kompetensi. 

- PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK 

tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam 

perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK. 

- Penilaian kinerja PPPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Menteri. 

- Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK dalam pelaksanaan 

tugas jabatan yang sama paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat 

diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. 

- Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja dalam pelaksanaan 

tugas jabatan yang sama didasarkan pada pencapaian kinerja, 

kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat 

persetujuan PPK. 

- Perpanjangan Hubungan Kerja bagi JPT yang berasal dari kalangan 

Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan 

KASN. 

- Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang, PPK wajib 

menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan 

perjanjian kerja kepada Kepala BKN. 

- Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang 

menduduki JPT utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 

(lima) tahun. 

 

d. penggajian dan tunjangan; 

- PPPK diberikan gaji dan tunjangan 

- Gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, apabila ketentuan 

mengenai Gaji dan Tunjangan belum ditetapkan, PPPK diberikan gaji 

dan tunjangan sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan PNS yang 

besarannya diatur dengan Peraturan Presiden. 

 

e. pengembangan kompetensi; 

- Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung 

pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan 

pengetahuan dengan prioritas diberikan dengan memperhatikan 

hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan 

- Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 

(dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa 

perjanjian kerja. 

- Pelaksanaan pengembangan kompetensi dicatat oleh PyB dalam 

sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem 

Informasi ASN. 

- Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan 

kompetensi PPPK dilaksanakan oleh PyB. 

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi PPPK 

diatur dengan Peraturan Kepala LAN. 

 

f. pemberian penghargaan; 

- PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, 

kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan 

tugasnya dapat diberikan penghargaan. 

- Bentuk penghargaan berupa: 

a) tanda kehormatan; 

b) kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; 

dan/atau 

c) kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. 

- Pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan diberikan kepada 

PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk 

pengembangan kompetensi diberikan kepada PPPK yang 

mempunyai hasil penilaian kinerja yang sangat baik. 

- Penghargaan diberikan oleh PyB setelah mendapat pertimbangan 

tim penilai kinerja PPPK. 

 

g. disiplin; 

- Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran 

pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. 

- Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin 

terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya 

peningkatan disiplin. 
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- PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman 

disiplin 

- PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK 

berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah ini. 

- berdasarkan ketentuan PPK pada setiap instansi menetapkan 

disiplin PPPK berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. 

- Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai Disiplin PNS. 

 

h. pemutusan hubungan perjanjian kerja;  

- Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan 

dengan hormat karena: 

a) jangka waktu perjanjian kerja berakhir; 
b) meninggal dunia, tewas atau hilang; 

c) atas permintaan sendiri; 

d) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang 

mengakibatkan pengurangan PPPK; 

e) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat 

menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang 

disepakati. 
 

 
 

 

 

 

- Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan 

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena: 

a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut 

dilakukandengan tidak berencana; 

b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau 

c. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati 

sesuai dengan perjanjian kerja. 

- Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan 

dengan tidak hormat karena: 

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau 

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 

jabatan dan/atau pidana umum; 

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut 
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dilakukan dengan berencana. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

i. perlindungan. 

- Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: 

a. jaminan hari tua; 

b. jaminan kesehatan; 

c. jaminan kecelakaan kerja; 

d. jaminan kematian; dan 

e. bantuan hukum. 

- Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, 

jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Setelah diketahui apa saja yang ternasuk di dalam pengaturan manajemen 

PPPK tersebut dan penjelasannya maka untuk keberlangsungan manajemen PPPK 

agar berjalan dengan baik dan benar sesuai amanah undang-undang dan peraturan 

pemerintah maka dalam mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode 

perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen 

ASN pada Instansi Pemerintah adalah sudah menjadi tugas dan wewenang KASN.  

Berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta 

pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN. Komisi 

Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga non-struktural yang mandiri 

dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN (PNS, PPPK, 

dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN) yang profesional dan 

berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat 

dan pemersatu bangsa. 

Komisi ASN yang beranggotakan 7 orang komisioner tersebut berfungsi 

mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta 

penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi 

http://pemerintah.net/komisi-aparatur-sipil-negara-kasn/
http://pemerintah.net/komisi-aparatur-sipil-negara-kasn/
http://pemerintah.net/komisi-aparatur-sipil-negara-kasn/
http://pemerintah.net/komisi-aparatur-sipil-negara-kasn/
http://pemerintah.net/pemerintah-pusat/
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Pemerintah. Fungsi tersebut merupakan pembentukan Aparatur Sipil Negara yang 

profesinal dan memiliki integritas. Sedangkan Sistem merit mengubah manajemen 

ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu 

sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa 

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis 

kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. 

KASN memiliki tugas untuk menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan 

pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Dengan 

adanya tugas KASN untuk menjaga netralitas pegawai ASN maka diharapkan 

pegawai ASN dapat berkonsetrasi terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelayanan 

masyarakat. 

Selain tugas di atas, KASN memiliki wewenang untuk: 

a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman 

lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, 

dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. 

b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode 

etik dan kode perilaku Pegawai ASN; 

c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai 

laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku 

Pegawai ASN; 

 

http://pemerintah.net/pemerintah-pusat/
http://pemerintah.net/komisi-aparatur-sipil-negara-kasn/
http://pemerintah.net/komisi-aparatur-sipil-negara-kasn/


68 

 

d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik 

dan kode perilaku Pegawai ASN; 

e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi 

Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar 

serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi ASN dibantu oleh 

Sekretariat. Sekretariat dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 118 

Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajeman SDM, serta Tanggung 

Jawab dan Pengelolalaan Keuangan KASN. Dalam Perpres tersebut disebutkan 

bahwa Sekretariat KASN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua 

KASN, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. 

Sementara itu untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kebijakan manajemen PPPK maka menteri terkait yang dalam hal ini adalah 

menteri aparatur negara dan reformasi birokrasi, akan selalu memonitoring agar 

pelaksanaan UU dan PP berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai 

pertanggungjawaban Hasil evaluasi sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang 

pendayagunaan PPPK kepada Presiden R.I selaku kepala pemerintahan. 

 

 

Kewenangan Presiden Sebagai Penyelenggara Manajemen ASN 

Sebagai penyelenggaraan Manajemen ASN, maka Presiden atau PPK 

memiliki mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian PNS dan begitu pula terhadap PPPK, serta pembinaan Manajemen 

PNS dan PPPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

http://pemerintah.net/komisi-aparatur-sipil-negara-kasn/
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Kewenangan pembinaan Manajemen PNS dan PPPK selaku ASN dapat 

didelegasikan kepada PyB (Pejabat yang Berwenang) dalam pelaksanaan proses 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dan dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, 

dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan sistem 

informasi pengembangan kompetensi, sistem informasi pelatihan, sistem 

informasi manajemen karier, dan sistem informasi manajemen pemberhentian   

dan pensiun, yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan Sistem       

Informasi ASN. 

Peran dan Fungsi manajemen terhadap ASN sangat penting dilakukan 

sebagai tertib administrasi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem 

pemerintahan yang baik (good governance). Untuk membangun sistem dan mekanisme 

birokrasi dan pelayanan terhadap masyarakat secara paripurna, maksimal dan     

optimal. 
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Contoh Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK). 
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BAB IV 

Kesimpulan dan Saran 
 

 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Peran dan Fungsi manajemen terhadap ASN sangat penting dilakukan 

sebagai tertib administrasi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan 

sistem pemerintahan yang baik (good governance). Untuk membangun 

sistem dan mekanisme birokrasi dan pelayanan terhadap masyarakat 

secara paripurna, maksimal dan optimal.  

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah 

pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk 

menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

2. Pengertian PPPK sebagai bagian dari ASN adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan (Pasal 1 butir 4, UU ASN).  

PPPK lahir sebagai jawaban dari kebutuhan pemerintah yang mendesak 

akan SDM mumpuni dan profesional yang selama ini kompetensinya 

tidak banyak di dapatkan pada PNS. PPPK yang berlatar belakang 

profesional dianggap mampu untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

membutuhkan keahlian khusus dengan cepat dan tuntas. 

3. Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 

2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 
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tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis 

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan 

disahkannya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada 28 

November 2018, maka semakin jelas kedudukan dan bentuk perlindungan 

hukum bagi PPPK dalam kedudukannya sebagai ASN. 

B. Saran 

1. Rekrutmen tenaga kerja PPPK harus dilakukan secara selektif oleh 

pemerintah, mereka yang terpilih harus benar-benar memiliki kompetensi 

atas keahliannya, sehingga setelah bekerja diharapkan mampu 

memberikan kontribusi kinerja yang optimal dan  paripurna dalam 

melakukan pelayanan terhadap publik yang dinamis sesuai perkembangan 

zaman. 

2. Pemerintah harus beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman 

dalam berbagai hal terkait fasilitas sarana dan prasaran kerja, sebagai 

upaya untuk memperlengkapi tenaga kerja PPPK untuk dapat melakukan 

penyelesaian pekerjaannya secara maksimal. 

3. Pemerintah melalui PPPK seharusnya dapat menyerap tenaga kerja 

profesional lebih banyak lagi, terlebih pada penempatan kerja di daerah-

daerah yang dirasa tertinggal, sehingga daerah dimaksud dapat melakukan 

percepatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya dalam era 

modrenisasi.  
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